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Kewenangan Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
Notaris, tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti
melakukan pelanggaran dalam menjaankan tugas jabatan Notaris, jika putusan Majelis Pengawas tidak
memuaskan notaris yang bersangkutan. Notaris dapat mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan
negeri Sebelum dilaksanakannya pemeriksaan pokok gugatan oleh majelis hakim, pertamatama hakim wajib
mendamaikan para pihak yang berperkara. Akta perdamaian dibuat karena dikehendaki oleh pihak yang
berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak dan perlindungan hukum bagi pihak yang
berkepentingan.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : Apakah
dampak yang timbul dari pelaksanaan kewenangan Mg elis Pengawas yang bersifat kolegial dan Mengapa
akta perdamaian yang dibuat di pengadilan dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan para pihak yang
bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode Y uridis Normatif yaitu Penelitian yang mengacu kepada
norma-norma hukum terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan
serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) Dalam suatu kewenangan Majelis Pengawas terdapat asas
kolegia dimana masing masing anggota Mgjelis bertanggung jawab tanggung menanggung atas tindakan
Ketua atau Wakil Ketua dalam hal terjadi Perbuatan Melawan Hukum; 2) Akta perdamaian memberikan
jaminan kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa dalam rangka mencapai win-win solution.
<hr>Notary Supervisory Authority of the Assembly not only do the supervision and examination of the
notary, but also the authority to impose certain sanctions against the notary who has been convicted of
breach of duty Notary office, if the decision of the Supervisory Board does not satisfy the notary in question.
Notaries may file acivil lawsuit in state court lawsuit before the implementation of basic examination by the
presiding judge, the judge must first reconcile the litigants. Deed of peace was made as desired by the
parties concerned to ensure the rights and obligations of the parties and legal protection for interested
parties.

Based on these two issues to be examined in this study is. What is the impact arising from the exercise of the
Supervisory Board that is collegial and Why deed made peace at the court to accommodate the interests of
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the parties to the dispute. The research method is Normative Juridical, which refersto the legal norms
contained in the legislation and court decisions and legal norms that exist in society.

The study concluded that 1) the authority of the Board of Trustees have a collegial principle where each
Council member is responsible to bear the responsibility for the actions of the Chairman or Vice Chairman
in the event of any act against the law, 2) Deed of peace to guarantee legal certainty for the parties to the
dispute in order achieve awin-win solution.



